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A. Konsep Pelayanan Publik

Pelayanan itu adalah proses dalam rangka memenuhi kebutuhan
manusia sesuai dengan haknya. Kata “umum” dalam “pelayanan”
menunjukkan masyarakat, orang banyak, yang punya kepentingan,
terjemahan dalam_bahasa-inggris “publik’_kalau dihubungkan dengan kata
pelayanan maka menjadi pelayanan umum (public service) atau pelayanan
publiké Jstilahe#dalam konsep pelayanan banyakaditemuitdalam berbagai
aspek kehidupan manusia dewasa ini-~Keragaman istilah'.dan konsep
pelayanan'menandakan ketertarikan para ahli_untuk memberikan kotribusi
terhadap perkembangan:-konsep; pelayanan 'itu sendiri:” Menurut Moenir
(1995:16) pelayanan-adalah “suatu. proses-pemenuhan~kebutuhan melalui
aktivitas orang-lain secarajangsung”.

Santoso—(2008:128)" mengungkapkan. bahwa, : “pelayanan pada
dasarnya.-dapat didefenisikan sebagai ‘aktivitas seseorang; 'sekelompok,
dan/atau organisasi baik langsung ‘'maupun tidak langsung.untuk memenuhi
kebutuhan®, Menurut Boediono+(2003:60) menyatakan bahwa “pelayanan
adalah suatusproSes _bantuan kepada orang_lain.dengan cara-cara tertentu
yang memerlukan kepekaan dan hubungan interpersonal agar terciptanya
kepuasan dan keberhasilan”. Selanjutnya Brata (2004:18) menguraikan kata
service (pelayanan) menjadi:

1. Self Awareness; Menanamkan kesadaran diri sehingga dapat
memahami posisi, agar mampu memberikan pelayanan dengan benar.
2. Enthusiasm; Melakasanakan pelayanan dengan penuh gairah.

3. Reform; Memperbaiki pelayanan kinerja dari waktu ke waktu .



4. Value; Memberikan pelayanan yang mempunyai nilai tambah.

5. Impressive; Menampilkan diri secara menarik, tetapi tidak berlebihan.

6. Cere; Memberikan perhatian atau kepedulian kepada pelanggan secara

optimal.

7. Evaluation; Mengevaluasi pelaksanaan layanan yang sudah diberikan.
Menurut Brata (2004:4) “pelayanan adalah suatu kegiatan atau

urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antara seseorang

dengan orang laingatau.-mesin secara-fisikjndan menyediakan kepuasan

pelanggan”..Dalam kamus besar bahasa indonesia_dijelaskan pelayanan

sebagaisUsaha melayani kebutuhan orang lain/Sedangkanimelayani adalah

membantw_menyiapkan” (mengurus) apahyangd Jdiperlukan, seseorang.

Berikutnya~ Sugiarto.”(1999:36) { “pelayanan—<sebagai suatu tindakan yang

dilakukan untuk/memenuhi-kebutuhan ‘@rang lain, yang tingkat pemuasannya

hanya dapat'dirasakan-oleh-orangyang-melayani-maupun-dilayani’.

1. Pengertian.PelayananPublik

Untuk“/menelaah” pelayanan publik " secara konseptual, perlu
dibahas kata demi,kata karena pelayanan publik 'yang menjadi fokus
studi disiplinsilmu administrasi publik di Indonesia. Menurut Lukman
(2000:18) “pelayanan adalah.setiap kegiatan yang/menguntungkan dala
suatu kumpulan.atau kesatuan, dan mepawarkan kepuasan meskipun
hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”.

Sampara (2000:27) berpendapat bahwa “pelayanan adalah suatu
kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung
antara seseorang dengan dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan
menyediakan kepuasan pelanggan”. Sementara itu, istilah publik berasal
dari Bahasa Inggris public yang berarti umum, masyarakat, negara. Kata

publik sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku
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menjadi publik yang berarti umum, orang banyak, ramai. Pelayanan
publik diartiakan, pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau
masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai
dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Selanjutnya
menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
No.63/KEP/M.PAN/7/2003, pelayanan publik adalah segala kegiatan
pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik
sebagai upayas'pemenuhan Kkebutuhanwpenerima layanan maupun
pelaksanaan'ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam UUD nomor 25 tahun 2009 bab<1 pasal 1 ayat 1 tentang
pelayanan: publik, dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan
atau rangkaiankegiatan dalam rangka kebutuhan pemenuhan.pelayanan
sesuai dengan peraturan; perundang-undangan bagi setiap warga
Negara ‘dan penduduk /atas. barang; jasa, dan/atau 'pelayanan
administrasi yang disediakan 'oleh’penyelenggara pelayanan publik.

Masyarakat setiap ‘waktuy, mendntut pelayanan /publik yang
berkualitas dari-para penyelenggara pefayanan, namun tuntutan tersebut
tidak sesuairdengan harapan' masyarakat. Masih banyaknya bentuk
pelayanan yang terlalu berbelit-" belit, lambat, mengeluarkan banyak
biaya, dangniembuat lelah. Pelayanan _publikemenjadi ujung tombak
interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Kinerja birokrasi dapat
dinilai salah satunya dengan melihat sejauh mana kualitas pelayanan
publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak-hak atas suatu barang, jasa
dan pelayanan administrasi yang dilaksanakan oleh penyelenggara
pelayanan seperti lembaga dan petugas pelayanan publik baik

pemerintah beserta kelengkapan kelembagaannya yang
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menyelenggarakan pelayanan publik, sesuai dengan undang-undang

yang telah ditetapkan.

. Jenis Pelayanan Publik

Kewajiban pemerintah adalah memberikan pelayanan publik yang
menjadi hak setiap warga negaranya ataupun memberikan playanan
kepada warga negara yang memenuhi kewajibannya terhadap negara.
Bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada msyarakat dapat
dibedakan ke dalam beberapa jenis-pelayanan, yaitu:

a. Pelayana pemerintah, adalah jenis pelayanan masyarkat yang
terkait’tugas=tugas umum pemerintah seperti pelayanan KTP, SIM,
pajakydan keimigrasian

b. / Pelayanan/pembangunan, yaitu suatu jenis pelayanan “masyarakat
yang | terkait dengan  penyediaan sarana, dan~prasarana untuk
memberikan-fasilitas kepada -masyarakat ‘dalam 'melakukan aktifitas
sebagai warga hegara

c. © Pelayanan (utilitas,/ yaitu jenisy pelayanan yang terkait utilitas bagi
masyarakat

d.\ Pelayanan sandang, ''‘pangan, dan. papan, merupakan jenis
pelayanan.yang menyediakan bahan kebutuhan'pokok masyarakat
dankebutthan perumahan

e. Pelayanan kemasyarakatan, yaitu jenis pelayanan masyarakat yang
diligat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-
kegiatan social kemasyarakatan (Ahmad, 2013 : 30-31)

Pola Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Untuk menciptakan pelayanan yang berkualitas, Menteri
Pendayagunaan Aparatur Nrgara menerbitkan keputusan tentang pola

penyelenggaraan pelayanan publik yaitu:
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a. Fungsional; Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara
pelayanan, seusai dengan tugas, fungsi dan kewenanganny.

b. Terpusat; Pola pelayanan publik diberikan oleh penyelenggara
pelayanan berdasarkan pelimpahan wewenang dari penyelenggara
pelayanan terkait lainnya yang bersangkutan

c. Terpadu;

1) Terpadu satu atap
Pola pelayanan terpadu satu.atap diselenggarakan dalam
satu tempat yang meliputi ‘berbagai jenis. pelayanan yang tidak
mempunyai keterkaitan proses dan. dilayaniv melalui beberapa
pintu. Terhadap jenis pelayanan yang -sudah‘dekat dengan
masyarakat tidak perlujlagi disatu-atapkan.
2) Terpadu satu-pintu
Pola-pelayanan-terpadu-satu pintu diselenggarakan pada
satau, tempat-yand’'meliputi~.berbagal, jenis“pelayanan yang
memiliki keterkaitan proses‘dan dilayani melaui‘satu/pintu.

d. Gugus tugas;-Retugas spelayanan publik secara perorangan atau
dalam “bentuk gugus™ tugas “ditempatkan* pada instansi pemberi
pelayanan yang memiliki, keterkaitan proses dan lokasi pemberian
pelayanan tertentu.

4. Prinsip Pelayanan Publik
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63

Tahun 2003 menjelaskan bahwa pemberian pelayanan umum kepada

masyarakat merupakan perwujudan dari fungsi aparatur Negara sebagai

abdi Negara dan abdi masyarakat, sehingga penyelenggaraannya perlu
ditingkatkan secara terus menerus sesuai dengan sasaran

pembangunan. Dalam keputusan tersebut ditetapkan sepuluh sendi
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pelayanan yang harus dilaksanakan oleh instansi atau satuan kerja

dalam suatu departemen yang berfungsi sebagai unit pelayanan umum,

yaitu :

a.

Kesederhanaan; Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit,
mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.

Kejelasan; Persyaratan teknis dan administrative pelayanan publik.
Unit kerja/pejabat yang .berwenang dan bertanggungjawab dalam
memberikans“pelayanan dan-penyelesaian keluhan/persoalan/
sengketa” dalam pelaksanaan pelayanan publik. Rincian biaya
pelayanan publik dan tata cara pembayarans

Kepastian Wakiu; Pelaksanaan pelayanan ‘publik dapat diselesaikan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.

Akurasi;/Produk: pelayanan, publik-diterima dengan-benar, tepat, dan
sah.

Keamanan; Proses-dan’produk:pelayanan publik memberikan rasa
aman dankepastian hukum.

Tanggung Jawab; “Pimpinan penyelenggara_pelayanan publik atau
pejabat _yang ditunjuk '‘bertanggung jawab.atas penyelenggaraan
pelayanan-dan’ penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan
pelayanan publik.

Kelengkapan Sarana dan Prasarana; Tersedianya sarana dan
prasarana kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang
memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan
informatika.

Kemudahan Akses; Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat

memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informatika.
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i. Kedisiplinan, Kesopanan, dan Keramahan; Pemberi pelayanan harus
bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta memberikan
pelayanan dengan ikhlas.

j.  Kenyamanan; Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan

sehat serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan.

Kualitas Pelayanan‘Publik

Dalam’ rangka.menyiapkan suaturpelayanan.yang berkualitas yang
sesuai dengan yang diharapkan perlu berdasarkan pada. sistem kualitas
yang’ memiliki ciri _atau” karakteristik tertentu. ‘Kualitas pada dasarnya
merupakan kata yang bersifat/ abstrak, digunakan untuk menilai tingkat
penyesuaian ‘suatu hal-terhadap; persyaratan. Bila persyaratan terpenuhi
berarti” kualitas’, dapat —dikatakan . baik-—begitupun sebaliknya, apabila
persyaratan tidak terpenuhizmaka kualitas-dapat'dikatakan'tidak baik.

Pelayanan,' yang berkualitas menurut_Osborne dan Gabler (1995)
serta Bloom (1981) dalan(Pasolong, 2011:133) antara lain memiliki ciri-ciri
seperti,: tidak“procedural (birokratis), terdistribusi dan terdesentralisasi serta
berorientasi kepada pelanggan:

Menuruty, Joseph M. Juran dalam~"M:N=" Nasution (2005:34)
mendefinisikan kualitas sebagai:

“Kualitas sebagai cocok/sesuai untuk digunakan (fitness for use),
yang mengandung pengertian bahwa suatu produk atau jasa harus dapat
memenuhi apa yang diharapkan oleh pemakainya.”

Fitzsimmons dalam Sedarmayanti (2004:90) mengutarakan bahwa
kualitas pelayanan merupakan sesuatu yang kompleks sehingga untuk

menentukan sejauh mana kualitas dari pelayanan dapat dilihat dari empat
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dimensi, yaitu:

1. Reliability, kemampuan untuk memberikan secra tepat dan benar, jenis
pelayanan yang telah dijanjikan kepada konsumen/pelanggan.

2. Resposivenessm kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen
dan memberikan pelayanan yang cepat.

3. Emphaty, kemauan pemberian pelayanan untuk melakukan pendekatan,
memberikan perlindungan, serta berusaha untuk mengetahui keinginan
dan kebutuhankensumen:

4. Tangibles; penampilan \para pegawairdan fasilitas fisik lainnya, seperti
peralatan atausperlengkapan yang menunjangspelayanan dalam upaya
meningkatkan kualitas pelayanan.

Mustofadidjagja dalam Badu Ahmad (2013 : 53) mengemukakan
beberapa prinsip-dalam;penyediaan pelayanan pada sector publik meliputi:
1. Menetapkan standar-pelayanan, artinya standar tidak-hanya menyangkut

standar atas produk-pelayanan, tetapi.juga standar prosedur/ pelayanan
dalam kaitannya\dengan’pemberian, pelayanan berkualitas.

2. Terbuka terhadap-kritik dan saran maupun keluhan, dan’ menyediakan
selurih informasi yang diperlukan dalam pelayanan.

3. Memperlakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil.

4. Mempermudah-akses kepada seluruh pelanggans

5. Membenarkan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal tersebut
menyimpang.

6. Menggunakan semua sumber yang digunakan untuk melayani
masyarakat pelanggan secara efesien dan efektif.

7. Selalu mencari pembaharuan dan mengupayakan peningkatan kualitas

pelayanan.
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C. Konsep Responsivitas
1. Pengertian Responsivitas

Responsivitas adalah kemampuan provider untuk mengenali
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta
mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan
dan aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa
responsivitas ini mengukur daya tanggap provider terhadap harapan,
keinginan dan_aspirasi-serta tuntutan.custemers (Ratminto & Atik Septi
Winarsih;2005:180-181).

Sedangkan menurut Fitzsimmons dalansSedarmayanti (2004:90),
salahgrsatu dimensi” untuk menentukan kualitas® pelayanan adalah
responsiveness/ responsivitas. Responsivitas adalah kesadaran atau
keinginan untuk membantu kopsumen dan memberikan pelayanan yang
cepat.

Responsivitas-sebagai' salah-satu indikator pelayanan berkaitan
dengan daya\tanggap/aparatur terhadap._kebutuhan“masyarakat yang
membutuhkan<pelayanan sebagaimana diatur didalam/ perundang-
undangan.” Sementara «itu,’ ' Siagian (2000)*dalam /pembahasannya
mengenai teori jpengembangan” organisasi mengindikasikan bahwa
responsivitas, menyangkut kemampuan aparatursdalam menghadapi dan
mengantisipasi aspirasi baru, perkembangan baru, tuntutan baru, dan
pengetahuan baru. Birokrasi harus merespon secara cepat agar tidak
tertinggal dalam menjalankan tugas dan fungsinya (Sugandi, 2011: 124).

Responsivitas dimasukkan sebagai salah satu indikator kinerja
karna responsivitas secara langsung menggambarkan kemampuan
organisasi publik dalam menjalankan misi dan tujuannya terutama untuk

memenuhi kebutuhan masyarakat (Tangkilisan, 2005:177).
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Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk mengenali kebutuhan
masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta
mengembangkan program-program pelayanan sesuai dengan kebutuhan
dan aspirasi masyarakat. Secara singkat responsivitas disini menunjuk
pada keselarasan antara program dan Kkegiatan pelayanan dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Beberapa pendapat mengenai responsivitas dapat disimpukan
bahwa responsivitas-—merupakan--bentuk, tanggapan dan kerelaan
penyedia-dayanan.dalam jmembantusmemberikan pertolongan kepada
masyarakat dalam bentuk pelayanan. Birokrasi dalam mendekatkan
layanan_terhadap masyarakat perlu tipaya uniuk” mengenali apa saja
kebutuhan masyarakat. Kemudian' pengenalan kebutuhan ‘masyarakat
tersebut | \menjadiagenda;/. penting “bagi pemerintah  untuk
mengembangkan--pemberian layanan,~ sehingga 'masyarakat dapat
merasa puas. Responsivitas' adalah,_ kemampuan “organisasi untuk
mengenali kebutuhan /masyarakat, menyusun agenda dan prioritas
pelayanan serta“mengembangkan pregram-pragram pelayanan publik
sesuai dengan kebutuhan dan'aspirasi masyarakat. Dalam konteks ini,
responsivitas ‘mengacu padaskeselarasan antara program dan kegiatan
pelayanamdengan kebutuhan dan aspirasi-masyarakat.

Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidak selarasan
antara pelayanan dengan kebutuhan masyarakat yang secara otomatis
kinerja organisasi tersebut jelek. Hal tersebut jelas menunjukkan
kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi.
Indikator Responsivitas

Menurut Zeithaml dkk dalam Hardiyansyah (2011:46),

Responsivitas dijabarkan menjadi beberapa indikator, seperti meliputi :
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a. Mersespon setiap pelanggan/pemohon yang ingin mendapatkan
pelayanan Indikator ini mencakup sikap dan komunikasi yang baik
dari para penyedia layanan.

b. Petugas/aparatur melakukan pelayanan dengan cepat. Pelayanan
dengan cepat ini berkaitan dengan kesigapan dan Kketulusan
penyedia layanan dalam menjawab pertanyaan dan memenuhi
permintaan pelanggan.

c. Petugas/aparatur_metakukan—pelayanan dengan tepat yaitu tidak
terjadi‘kesalahan dalam melayaniy artinya pelayanan yang diberikan
sesuaidengan keinginan masyarakat' 'sehingga “tidak ada yang
merasa dirugikanatas pelayanan yang, didaptnya.

d. /Petugas/aparatur melakukan /pelayanan, dengan cermaty berarti
penyedia-layanan-harus selalu“fokus dan sungguh-sungguh dalam
memberikan pelayanan kepada-masyarakat.

Responsivitas Pelayanan Publik

Responsivitas merupakan ‘pertanggung jawaban dari sisi yang
menerima pelayananatau masyarakat. Seberapa jauh' masyarakat
melihat” ‘penyelenggara” 'pelayanan bersikap = tanggap terhadap
permasalahan,.kebutuhan; danrharapan masyarakat.

Responsivitas pelayanan publik-—-Sangat diperlukan karena
merupakan bukti kemampuan organisasi publik untuk menyediakan apa
yang menjadi tuntutan seluruh rakyat di suatu negara. Dalam hal ini
responsivitas merupakan cara yang efisien dalam mengatur urusan baik
di tingkat pusat maupun tingkat daerah atau lokal dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat, karenanya baik pemerintah pusat
maupun daerah dikatakan responsif terhadap kebutuhan masyarakat

apabila kebutuhan masyarakat tadi diidentifikasi oleh para pembuat
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kebijakan dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki, secara tepat
dan dapat menjawab apa yang menjadi kepentingan publik (Widodo,
2007:272).

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk rnengenal
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, serta
mengembangkan program-program sesuai dengan kebutuhan dan
aspirasi masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa
responsivitas inifmengukur daya-tanggap, birokasi terhadap harapan,
keinginand dan _aspirasi, | serta /tuntutan wasyarakat (Tangkilisan,
20057177)¢ Responsivitas sangat diperlukandalam, pelayanan publik
karena _hal tersebut” merupakan bukti ‘kemampuan organisasi untuk
mengenali KebutdhanYmasyarakat, menyusun agenda danyprioritas
pelayanan |serta mengembangkan - program-program pelayan publik
sesuai dengan -kebutuhan- dan —aspirasi masyarakat. (Dilulio, 1991).
Organisasiiyang _memiliki"'responsivitas rendah sdengan | sendirinya

memiliki kinerja yyang jelek juga (Osborne/& Plastrik, 1997).

D. Konsep Pelayanan Pengaduan
a. Pengertian Pengaduan Masyarakat

Dalam Pasal 1 angka 24 dan 25 UYD.No=8 Tahun 1981 tentang
kitab undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), pengaduan adalah
pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan
kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum
seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
“(Pasal 1 angka 25 KUHP)

Ruang lingkup materi dalam pengaduan adalah kepastian telah

terjadinya sebuah tindak pidana yang termasuk dalam delik aduan,
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dimana tindakan seorang pengadu yang mengadukan permasalahan
pidana delik aduan harus segera ditindak lanjuti dengan sebuah tindakan
hukum berupa serangkaian tindakan penyidikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan. Artinya dala proses penerimaan pengaduan dari
masyarakat, seorang pejabat yang berwenang dalam hal ini polri
khususnya, harus bisa menentukan apakah sebuah peristiwa yang
dilaporkan oleh seorang pengadu merupakan sebuah tindak pidana delik
aduan ataukah bukan.

Pengaduan. masyarakat merupakan®, solusi dari munculnya
penyimpangan-yang terjadi dalam penyelenggaraan, pelayanan publik.
Menurut_“Anwar Hadi (2000:67-68);" pengaduan radalah. pernyataan
secara~ lisan, atau tertulis ¢ atas. /ketidakpuasan pelanggan “terhadap
pelayanan yang diberikan oleh suatu sistem pelayanan. Pada dasarnya
pengaduan merupakan-masukan. positif-yang-bersifat'konstruktif. Dengan
mepingkataya tuntutan-masyarakat.atas tataskelolaspemerintahan yang
baik dan benar, (good governance), maka, pemperian prioritas atas
kegiatan "pelayananmenjadi suatu keharusan. Salah satu/sektor yang
perlu mendapat prioritas”adalah“pengaduan masyarakat yang ada di
sektor publik. ‘Untuk iitu, pemerintah memberikan prioritas utama dibidang
pelayananwatas-pengaduan yang berasal-darismasyarakat. Pelayanan
yang baik, efisien dan efektif akan memberikan harapan akan
terpenuhinya rasa keadilan di masyarakat serta terjaminya pengelolaan
keuangan negara yang transparan dan terarah.

Pada prinsipnya pelayanan pengaduan masyarakat kepada
pemerintah diupayakan agar mempermudah masyarakat yang akan
menyampaikan keluhan (complain), antara lain dengan menyediakan

layanan hotline, faksimili dan situs web sebagai sarana mempermudah
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pengaduan masyarakat.

Dalam setiap kegiatan atau pekerjaan yang melibatkan banyak
orang kemungkinan terjadinya kesalahpahaman, salah pengertian,
miskomunikasi, dan ketidakakuratan informasi antar pelaku, amatlah
tinggi. Hal-hal ini mudah mengundang terjadinya kekecewaan antar
pihak-pihak tersebut. Beberapa di antara kekecewaan tersebut akan didi
amkan dan ditelan oleh pihak yang kecewa dengan berbagai alasan.
Beberepa kekecewaan—yang lain—akanwditumpahkan dalam bentuk
protes. Jika‘tidak.ditangani dengan benar, protes-protes semacam ini
bisa/menimbulkan gejolak dan mengganggu, kelagcaran pekerjaan.
Penanganan pengaduan yang dimaksudkan dalam naskah ini adalah
sistemy” mekanisme, dan prosedur mengelola keluhan-keluhan atau
protes-protes- yang--mungkin,/ muncul dari berbagai pihak secara
terstruktur | sehingga—tidak- menimbulkan ‘gejolak “dan mengganggu
kelancaranpekerjaan‘maupun'kKineraiinstansiyang bersangkutan.

b. \, Macam-Macam Rengaduan
a. Delik'Biasa
Dalam delik .biasa 'perkara tersebut.dapat.di proses tanpa
adanya persetujuan dariyyang  dirugikan (korban) Jadi, walaupun
korbanstelah.mencabut laporannya kepadaspihak yang berwenang,
penyidik tetap berkewajiban untuk memproses perkara tersebut.
b. Delik Aduan
Berbeda dengan delik biasa, delik aduan artinya delik yang
hanya bisa diproses apabila ada pengaduan atau laporan dari orang
yang menjadi korban tindak pidana. Dalam delik aduan penuntutan
terhadap delik tesebut digantungkan pada persetujuan dari yang

dirugikan (korban). Pada delik aduan ini, korban tindak pidana dapat
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mencabut laporannya kepada pihak yang berwenang apabila di
antara mereka telah terjadi suatu perdamaian. Delik aduan dibagi
dalam dua jenis: Delik aduan absolut (absolute klacht delict) dan
Delik aduan relatif (relatieve klacht delict).

Adapun kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam jenis delik
aduan absolut seperti: Kejahatan penghinaan (pasal 310 s/d 319
KUHP) ; Kejahatan susila (Pasal 284, Pasal 287, Pasal 293 dan
Pasal 332 +KUHP)-" Kejahatan._membuka rahasia (Pasal 322
KUHP).Sedangkan, ' kejahatan/ yang termasuk dalam delik aduan
relatif seperti: Pencurian dalam keluarga ;odan kejahatan terhadap
harta “kekayaan7yang lain yang _ksejenis(Pasal, 367 KUHP);
Pemerasan‘dan ancaman (Pasal 370. KUHP) ; Penggelapan (Pasal
376 KUHP), Kejahatan penipuan{pasal 394 KUHPY:

c. Cara Melakukan+engaduan

Pada saat anda-berada di-kantor polisigsilahkanlangsung menuju
ke™ bagian—SPKT (Sentra/ ' Pelayanan__ Kepolisian™ Terpadu) yang
merupakan unsur. pelaksana tugas pokok _di° bidang pelayanan
kepolisian® «SPKT  bertugas’ “memeberikan, pelayanan terhadap
laporan/pengaduan masyarakat. /Hal ini. sebagaimana ketentuan Pasal
106 ayat«(2),Peraturan Kepala Kepolisian NegarasRepublik Indonesia No.
23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada
Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor, yang berbunyi.

SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian secara terpadu
terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan
pertolongan, serta memberikan pelayanan informasi

Laporan oleh pelapor dilakukan secara lisan maupun tertulis,

setelah itu berhak mendapatkan surat tanda penerimaan laporan dari
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penyelidik atau penyidik.

Pasal 108 ayat (1) dan ayat (6) KUHP: (1) Setiap orang yang
mengalami, melihat, meyaksikan, dan atau menjadi korban peristiwa
yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau
pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun
tulisan. (6) Setelah menerima laporan dan pengaduan, penyelidik atau
penyidik harus memberikan, surat tanda penerimaan laporan atau
pengaduan kepada yang-bersangkutan.

Sedangkan.untukipengaduan melalui telepon, di dalam Peraturan
Kepala Kepolistan No.7 Tahun 2008 tentang.Pedoman Dasar Strategi
dan JmplementasiPemolisian Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Tugas-POLRI. Kepolisian membuka dan-menyediakan akses-komunikasi
informasi | tentang keluhan, masyarakat yang- ingin® melapor melalui
telepon nomor khusus-seperti-110,-112,-maupun sms'ke 1717. Layanan
170 sepertithalnya_layanan’911 yang-berlakudi;mancanegara, terutama
di kota-kotabesar

Indikator_—Penelitian Responsivitas Pelayanan (Zeithaml, dkk
dalam Hardiyansyah, 2011)

a. Kemampuan merespon-masyarakat
b. Kecepatan melayani
c. Kecermatan melayani

d. Ketepatan waktu melayani



